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BUPATI PONTIANAK,

bahwa untuk menjomimn berkembangnya usaha Perusahoan Dacraly yang
sehat dan kompetitif serta tercapainva dava couna serta hasil guna vang
setinggi - tingginya yang dapat mendukung Perusahaan Dacrah scbagai
penggerak roda perckonomian dacrah mempunyai sumber pendapatan
daerah sesuai dengan kebijakan pemberdavaan daeral. perlu adanva peranan
dan kemampuan Perusahaan Dacrah “Batuah™ Kabupaten Pontianak ;

bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a diatas, perlu untuk
menetapkan Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Perusahaan  Daerah
“Ratuah™ Kabupaten Pontianak dengan Peraturan Bupati

Undang - Undang Nomor 27 Tahuo 1959 {entang Penctapan Undang
Undang Darrat Nomor 3 Talnn 19323 tentane Pembentukan Daerah Tingkat
IT i Kalimantan { Lembaran Negara Tahun 1953 MNomoer O ) scbagai
Undang -~ Undang { Tembaran Neeara Tahun 1939 Nomar 720 Tambahan
I.embaran Negara Nomor 1820 )

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perusahaan Paerah
Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Tembaran Negara
Nomor 2387 ) ‘

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan
Perimdang — undangan ( Lembaran Negara Tehun 2004 Nomor 53,
Tambahan T.embaran Negara Nomor 4389 )

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2001 (entang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ) sebagaimana telah duthab dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang -~ Undang Nomor 3 Tahun 2005 ¢ T.embaran Negara
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negora Nomor 4493 ) vang
telah di telapkan dengan Uindang - Undane Nomoer 8 Tahun 2005
{ T.embaran Negara Tabun 2005 Noamoer IO, Tambahan T ombaran Negara
Nomor 4548

Undang - Undang Nomor 33 Tabun 2004 fentane Perimbanoan Kenangan
antara Pusat dan Dacrah ( T.emboran Weoara Tolua 20010 Nomor 126,
Tambahon Lembaran Negara Nomor 4
Peraturan  Pemerintah Nomore 25 fabon 2000 teptane Kewenangan
Pemerintah dan Kowenangan Propinst schagar Dacrah Dtonom (T embaran
Negara Palinn 2000 Nomor 84, Tambahon Lombaran Negara Nomer 3952 ),
Peraturan Dacrah Kabupaten Pontianak Nomor 12 1ahon 1995 Temang
Perusahaan Daerah Batuah ( Tembaran Dacrah Tahun 1996 Nomor 07 Sen
D Nomor 006 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 Tentang
Pembentukan  dan Susunan  Organisasi Poeranolar Dacrah Kabupaten
Pontianak (Iembaran Daerah Tahun 2005 Womoer 02 <cii 1 Nomor 01):
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PASAL 1
Dalam Poraturan Bapati ini vang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adaiah Bupatt dan Peranekat Dacrah cchaoar npenr penvelengoara
Pemerintah Dacrah.

2. Perusahaan Dacrah adalah Perusahaan Dacrab Batuah Kabupaten Pontianal.

3. Bupaii adalah Bupati Pontianak.

4. Badan Pengawas adalah Badan Pepgawas Pornsahaan Dacrah Datuab Toabaopoten Pontianak,
3. Dns.}\lm adalah Direktur Perusahaan Dacrah Datuah Kabupaten Pontinnal,

6. Pegawai adalah Karvawan — Karvawali Perusabaan Daerah Ratah b abupaten Pontianak,

7. Organisasi adalal sarana untuk mencapai tujuan vang telal ditetaphan dencan bentuk dan

susunan yang jelas dan mencakup berbagat aspel kegiatan scrta merumushan bidang tugas
tap — tiap unsur serfa mencgaskan hubunean vang safu dengan vang fainnva dalam rangka
hicrarki organisasi.

§. Tata Kerja adalah keientuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan
hubungan kerja dari masing — masing pejabat dalam suatu organisast dengan maksud
melakukan tugas pokok.

9. Devisi Agrobisnis adalah Bidang Usaha yang meliputi schtor Pettonian, Peternakan,
Perkebunan dan Kehutanan.

10. Devisi Perhubungan, Pelabuhan dan Transportasi adalah meliputi Bidarg Usaha Thspedisi
Muatan Kapal Laut ( EMKL ), Jasa Pelabuhan dan Transportasi.

11. Devist Sumber Dava Kelautan dan Perikanan adalah Bidang Usaha Pertkanan Tanckap dan
Budi Daya, Prosesing / Industri dan Pemasaran Perilanan,

12, Devist Pertambangan dan nergt adalah Bidang Usaha Pengolahan Pertambangan dan
Pemanfaatan FKoergi

13. Devisi Tenaga Kerja dan Parivwisata adalah Ridane Tlkaha Pengerahan JToca Tenaga Ketja dan

Jariwisata Dacrah,

)

)
-
[
ot
—
e

FEDUDURANTUGAS DAN PUNGH
PASAL 2

(1).Perusahaan Dacrah Ratuah adalah unsur pelaksana Pemerintah Dacrah dibidang Perusahaan
Dacrah.

(2).Perusahaan dipimpin oleh Direktur vang berada dibawah pengaswasan Dadan Pengawas dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

PASAL 3
Perusahaan Dacrab Batuah sebagaimana dimaksud Pasal 2 avat ¢ 1 ) Petenan Dupati ini
mempunvai  fgas  meneelola  bidane  usaha  Aprobienicc Porhobunean. Pelabuban  dan
Transportasi, Swuber Daya Kelavtan dan Perikanan, Pertambangan dan Pnerel <orta Tonaga
Kerja dan Pariwisata,



PASAT

Untuk melaksanakan tugas - tngas dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Ripati ini, Perusahaan

Daerah Batuah menyelencgarakan fungsi :

Pelaksana pembinaan ummm dibidang Perusahaan Daceah Tl oo Lebijakeanaan vang

ditetapkan adalah Menteri Dalam wegert dan Peraturan Poraturan vane borlalo,

b. Pelaksana pembinaan teknis dibidang Perusahaan Daerah berdasarkan kebtiaksanaan vang
ditetapkan olch Bupati dan Peraturan yvang berlaku,

¢. Pelaksana urusan Ketatausahaan, penyusunan rencana kerja Anggaran Pendapatan don
Belanja Perusahaan Daerah.

d. Polaksanaan thgas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan funasinya,
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BAT 117
BIDANG U7SATIA
PASAL 3

Perusahaan Dacrah bergerak pada Ridang Usaha -
a.  Agrobisnis.

b. Perhubungan, Pelabuhan dan Trasportasi.
C...Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
d. Pertambangan dan Energi.

o

Tenaga Kerja dan Pariwisata,

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
PASAL ¢

Susunan Organisasi Perusahan Dacrah Batuah terdiri dari -
a. Badan Pengawas.

b. Direktur.

¢. Satuan Pengawas Intern.

d. Devisi — devisi.

¢ Sckretaris,

(. Bagian.

PASAL 7

(1).Badan Pengawas schagaimana dimaksud Pasal 6 hural a Peraturan Bupati ini terdiri dari
seorang Ketua dan sebanyaknya 3 ( tiga ) orang anggota,

(2).Status Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasitan Badan Pengavwas serfa Direls
Perusahaan ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

(3). Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan
“Bupati.

PASAL 8

Perusahaan Dacrah Batuah terdici dari |1 ( satu ) orang Dircktur dibante oloh Fopala evisi,
Sekretaris dan Kepala Bagian,



PASAL 9

Dircktur Perusahaan Dacrah sebagaimana dimaksud Pasal ¢ hurul & Peraturan Bupati ini
mempunvyai tugas :

a. Mcemimpin Perusahaan,

b, Meningkatkan, menumbuh kembanghan bidacy  bidang vealia porusaliaan,

¢.  Melaksanakan petunjuk dan kebijakan Bupati

d.- Melaksanakan kerja sama dengan porusahaan Tain yang soling menonninnnt

548

¢. Membina dan mengawasi jalannya perusalinan,
o Mempertangeung jaswabkan pelakeanaan fnoas porusabaan hopada Bapan melaind Badan
Pengawas

PASAT 10

(1) Devist sebagaimana dimaksud Pasal 6 huraf d Peraturan Bupati ini membaniu Dircktur
dalam mengelola unit usaha baik secara Administrasi, teknis maupun pemasaran,

(2) Masing - masing Devisi dipimpin oleh Kepala Devisi yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Dircktur,

PASAL 11

(1) Sekretaris scbagaimana dimaksud Pasal 6 huruf ¢ Peraturan Bupati ini membantu Dicektur
menyelesaikan Administrasi dan Pengelolaan Kenangan Perusahaan  guna menunjang
kelancaran pelaksanaan kegiatan Devisi - devisi,

(2) Sckretaris berada dibawalh dan bertangaung jawab langsung hepada Divckiur,

(3) Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas - Kegiatan dari
.40 Bagian Umum das Administrasi.

b. Bagian Icuangan,

~ PASAL 12

(1) Bagian scbagaimana dimaksud Pasal 6 buru{ [ Peratwran Bupati ini mempunyai tugas
membantu Sekretaris di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan perusahaan,

(2) Masing - masing Bagian dipimpin olch Kepala DBagian vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sckretaris.

PASAL 13

Satuan Pengawasan Intern ( SPI) scbagaimana dimaksud Pasal 6 hurul ¢ Peraturan Bupati ini
mempunvai tugas membantu  Direktur  dalam  Bidang Pengawasan  terhadap  pelaksanaan
Pengelolaan Perusahaan.

PASAL 14

1. Satuan Pengawasan Intern diptmpin oich scorang Kepala dan sebanyak - banyaknya 3 orang

anggota,

Status pengangkatan, pemberhentian dan penghasilan Satuan Pengavasan Tntern ditetapkan

dengan Keputusan Direktur,

3. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Satuan Pengawasan Intern Pernsahaan ditetapkan
dengan Keputusan Dircktur,

I

PASAL 13

Tata kerja masing - masing Devisi dan Bagian ditetapkan dengan Keputusan Diehiar,
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RABR V
KETENTUAN LAIN - LATN
PASAL 16
1. Dibawah Devisi - devisi scbagaimana dimaksud Pasal 6 haruf d Peraturan Bupati int dapat
dibentuk Sub Devisi berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
7 “Pembentukan Sub Devisi schagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Divehtur,
PENUTLUDP

PASAL 17

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur Iebih lanjut
dengan Keputusan Direktur sepanjang mengenai leknis pelaksanaannya,

PASAL 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Agar scliap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati in
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 14 ~ 12 - 2000

BUPATI PONTIANAK,

AGUS SALTM

Pk Y (AT,

[RFEE

AN 2006 W

DAENG! gv AR IFPUDDIN

fea

HOMOR 1A,



AMPIRAN  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :24 TAHUN 2006
TANGGAL : 14 - (2 - 2006 ‘
TENTANG : SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAFRAH BATUAH KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KEJA PERUSAHAAN DA ERA BATUAH KABUPATEN PONTIANAK

BLUPATI PONTIANAK
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